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Skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN PENGGARAP DALAM 
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN PADI ANTARA 
PEMILIK TANAH DENGAN PENGGARAP (STUDI DI KECAMATAN 
JEPARA)” ini membahas tentang ketimpangan hak penggarap yang terjadi dalam 
perjanjian bagi hasil. Ketidakadilan kedudukan penggarap muncul karena 
perjanjian banyak dilakukan secara lisan, sehingga penggarap dianggap 
mempunyai nilai tawar lemah dan tidak mendapatkan perlindungan hukum 
apabila terjadi perselisihan. 
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, 
teknik pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Data tersebut 
selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 
Pelaksanaan bagi hasil di Kecamatan Jepara dilakukan dengan sistem 
maro dan mertelu. Berdasarkan penelitian bahwa dari 10 responden, terdapat 8 
responden menggunakan perjanjian lisan, 2 responden menggunakan perjanjian 
tertulis. Dalam kasus ini, posisi penggarap yang lemah sering dimanfaatkan 
pemilik tanah untuk menekan penggarap dengan syarat-syarat bagi hasil yang 
memberatkan. Selain itu, apabila terjadi wanprestasi seringkali diselesaikan 
dengan musyawarah/mufakat yang merugikan penggarap. 
Penelitian ini menghasilkan rekomendasi untuk menggunakan aturan 
Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dengan harapan 
tercipta keadilan dan kesejajaran kedudukan pemilik tanah dengan penggarap. 
Pihak desa sebaiknya memberikan sosialisasi/penyuluhan mengenai pembuatan 
dan pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara tertulis agar masyarakat khususnya 
petani mengetahui hak dan kewajibannya. 
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